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A. Latar Belakang : 

Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi 

logis dari berkembangnya bisnis di era globalisasi. Banyak kerja sama bisnis 

dilakukan oleh pelaku bisnis bahkan profesi, dalam bentuk kontrak atau 

perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis telah berkembang kelaziman 

bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis, dan faktanya 

penyusunan perjanjian bisnis merupakan bentuk konkrit dari negosiasi. 

Perkembangan peluang bisnis saat ini merambah bisnis kesehatan yang 

dikemas menjadi klinik kecantikan untuk merespon pasar kaum wanita, dan tak 

menutup kemungkinan akan berkembang dengan target pelayanan untuk kaum 

laki-laki. Pertumbuhan industri kecantikan di Yogyakarta maupun di Indonesia 

saat ini sangat maju dengan cepat, didalam industri klinik kecantikan, 

seringkali menggunakan tenaga kerja dokter sebagai mitra binis. 

 

B. Permasalahan : 

Bagaimanakah problematika perjanjian kerja yang dilakukan dokter 

dengan pihak klinik kecantikan ? 

 

C. Pembahasan 

Perjanjian diantara dokter sebagai profesional bermitra dengan klinik 

kecantikan (perusahaan NI), dengan akibat hukum jika salah satu pihak tidak 

malaksanakan sesuai isi perjanjian, dapat dikategorikan wanprestasi. 

 

 

 

 

 

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta 

menandatanganinya, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus 

memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan 

perjanjian tersebut. Namun, meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat 
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para pihak, seringkali perjanjian tidak selalu berjalan sempurna, karena salah 

satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah 

disepakati, atau bahkan kedua-duanya. Tidak terpenuhinya kewajiban atau 

pelanggaran terhadap perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Azas 

Perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu Asas 

kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua Perjanjian yang dibuat 

secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya 

(pacta sursevanda). 

Permasalahan yang terjadi di NI adalah dalam pelaksanaan perjanjian, 

seorang dokter lalu melanggar isi perjanjian, maka dokter itu berpotensi untuk 

digugat wanprestasi, meski argumentasi dari pihak pengacara sang Dokter 

mengatakan bahwa ini masuk “Perselisihan Hubungan Industrial” sehingga 

argumentasi pengacara bahwa dokter tersebut sudah keluar (mengundurkan diri 

dari NI). Dalam kajian yang kami diskusikan ternyata celah PHI lebih kecil 

dikarena perjanjian tidak hanya mengikat saat sang Dokter masih terikat 

sebagai karyawan/mitra dalam perjanjian. Namun terdapat klausula yang 

disepakati keduabelah pihak bahwa sebenarnya ada perikatan yang tetap 

berlaku dalam waktu tertentu. Lengkah berikutnya adalah keadaan atau saat 

apa salah satu pihak disebut wanprestasi dan akibat hukumnya. 

Dalam pasal1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah: 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, 

kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang 

pokok dalam kontrak. 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan 

perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat 

pikirannya. Acuan umur hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena 

berlaku secara umum. 

3. Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah 

suatu hal atau barang yang cukup jelas. 

4. Adanya kausa yang halal (dibolehkan oleh hukum). 

 

Bentuk/kategori wanprestasi adalah: 

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian; 

2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; 

3. \melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka 

waktu; atau 

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan pengecualian 

bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tidak memiliki kewajiban 



3 
 

untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan jika 

wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga. Suatu hal yang 

tidak terduga inilah yang biasa dikenal dengan force majeure atau keadaan 

memaksa. Singkatnya force majeure merupakan tindakan yang terjadi di luar 

kendali atau kemampuan para pihak yang terlibat, misalnya kejadian bencana 

alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kejadian lainnya yang 

tidak terduga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan seluruh 

atau sebagian kewajibannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang 

mengalami force majeure tidak dapat dikenai taanggung jawab memenuhi 

kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak lainnya. Dalam kajian 

kami, klausula force majeure juga tidak ditemukan. 

Perjanjian yang dibahas adalah Akta Perjanjian Kerja No xx tertanggal 

… …… 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan 

………….. , Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta. 

Pengkajian tidak semua dapat diungkap dalam laporan ini atas 

permintaan pihak, dengan pertimbangan kerahasiaan, namun telah selesai 

disampaikan langsung maupun secara tertulis (legal opinion) kepada pihak 

yang berkepentingan Legal Departement (NI).  

 

D. Penutup 

Perjanjian dapat dikatakan tidak ada yang sempurna, segala bentuk 

perjanjian bahkan dibuat sedemikian baik tetap saja tergantung pada itikad baik 

para pihak, karena hak menggugat adalah hak yang dimiliki setiap orang yang 

merasa dirugikan. Yang  harus dilakukan adalah sebelum (pra) perjanjian telah 

dapat dilakukan analisa kehati-hatian dalam melakukan perjanjian dengan 

pihak manapun (pekerja/dokter maupun perusahaan).  

 

Jika terjadi wanprestasi maka dapat dilakukan penyelesaian diluar 

pengadilan maupun didalam pengadilan melalui gugatan. Kami menyarakan 

untuk kedepannya perjanjian (in casu) yang dibuat pihak Legal Departement 

NI dapat dimasukkan peraturan tentang rahasia dagang. 

 

Yogyakarta, 25 Januari 2019 

 

 

 

 

   Hartanto, SE., SH., M.Hum 

                       Penulis 
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